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Penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara merupakan instrumen 

penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan 

lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan pertambangan berkelanjutan. Namun 

demikian, praktik penegakan hukum pidana pertambangan di Indonesia hingga saat ini masih 

didominasi oleh pendekatan represif melalui jalur litigasi yang berorientasi pada pemidanaan 

pelaku, tanpa diimbangi dengan mekanisme pemulihan lingkungan dan masyarakat terdampak 

secara optimal. Kondisi ini menyebabkan tujuan keadilan substantif dan keberlanjutan sumber 

daya alam belum sepenuhnya tercapai, khususnya dalam perkara pertambangan yang 

menimbulkan kerusakan lingkungan dengan dampak jangka panjang dan korban yang bersifat 

kolektif. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses terjadinya penyelesaian 

perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang berkeadilan berdasarkan 

pendekatan Restorative Justice, menganalisis karakteristik tindak pidana pertambangan yang 

berkaitan dengan perusakan lingkungan, serta merumuskan model pengembangan 

penyelesaian perkara pidana pertambangan yang mendukung pembangunan pertambangan 

berkelanjutan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, serta 

didukung oleh analisis putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum pidana 

pertambangan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang 

berkeadilan berdasarkan Restorative Justice belum memiliki landasan normatif yang 

komprehensif dan masih bersifat sektoral, sehingga penerapannya terbatas dan belum 

terintegrasi secara optimal dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara 

yang menimbulkan kerusakan lingkungan. 

2. Karakteristik tindak pidana pertambangan yang berkaitan dengan perusakan 

lingkungan menunjukkan adanya korban yang bersifat kolektif, dampak kerugian yang 

luas dan berjangka panjang, serta keterkaitan erat dengan kepentingan publik, sehingga 

tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan pemidanaan konvensional 

yang bersifat individual dan retributif. 

3. Model penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang 

relevan dengan pembangunan pertambangan berkelanjutan perlu dikembangkan 

melalui pendekatan Restorative Justice yang menekankan pemulihan lingkungan, 

tanggung jawab pelaku, perlindungan masyarakat terdampak, serta pengawasan negara, 

dengan mengadopsi secara selektif dan dimodifikasi praktik keadilan restoratif dari 

negara lain seperti Selandia Baru dan Jepang agar sesuai dengan sistem hukum 

Indonesia. 

4. Penelitian ini menawarkan model konseptual reformulasi penyelesaian perkara pidana 
pertambangan yang menempatkan Restorative Justice sebagai prinsip penegakan 

 

vi 



hukum pidana sektoral di bidang pertambangan mineral dan batubara, guna 

mewujudkan keadilan ekologis, keberlanjutan sumber daya alam, dan keseimbangan 

antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum. 
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SUMMARY 

By: 

Rosyanto Yudha Hermawan 

Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat 

University 

 

The resolution of criminal cases in the mineral and coal mining sector constitutes a crucial 

instrument for maintaining a balance between the utilization of natural resources and 

environmental protection within the framework of sustainable mining development. However, 

law enforcement practices in mining-related criminal cases in Indonesia remain 

predominantly oriented toward a repressive and litigation-based approach, focusing mainly 

on punishment of offenders without adequately addressing environmental restoration and the 

recovery of affected communities. As a result, the achievement of substantive justice and 

sustainability of natural resources has not been fully realized, particularly in mining crimes 

that cause extensive and long-term environmental damage and involve collective victims. 

 

This research aims to comprehensively examine the process of resolving criminal cases in the 

mineral and coal mining sector based on the principles of Restorative Justice, to analyze the 

distinctive characteristics of mining-related crimes associated with environmental 

degradation, and to formulate a future-oriented model for resolving mining criminal cases 

that supports sustainable mining development. The study employs a normative legal research 

method using statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by an analysis 

of court decisions and existing practices in mining criminal law enforcement. 

 

The findings of this research indicate that: 

 

1. The process of resolving criminal cases in the mineral and coal mining sector through 

a Restorative Justice approach lacks a comprehensive normative framework and 

remains fragmented, resulting in limited and non-integrated application within the 
criminal justice system, particularly in cases involving environmental damage. 

2. Mining-related environmental crimes are characterized by collective victims, 

widespread and long-term impacts, and strong public interest dimensions, rendering 

conventional retributive and offender-centered criminal justice approaches 

inadequate to address the complexity of harm caused. 

3. A future-oriented model for resolving mining criminal cases should be developed 

through a Restorative Justice approach that emphasizes environmental restoration, 

offender accountability, protection of affected communities, and state oversight, while 

selectively adopting and normatively modifying restorative justice practices from 

other jurisdictions, such as New Zealand and Japan, to align with the Indonesian 

legal system. 

4. This research proposes a conceptual reformulation of mining criminal case resolution 

by positioning Restorative Justice as a sector-specific principle of criminal law 

enforcement in the mineral and coal mining sector, aimed at achieving ecological 

justice, sustainable resource management, and a balanced realization of legal 

certainty, justice, and utility. 
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ABSTRAK 

 

 

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki sektor 

pertambangan mineral dan batubara yang berperan strategis dalam pembangunan 

nasional. Namun, kegiatan pertambangan juga berpotensi menimbulkan berbagai 

tindak pidana yang berdampak serius terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. 

Penegakan hukum pidana pertambangan selama ini cenderung berorientasi pada 

pendekatan represif melalui jalur litigasi, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya 

mampu memulihkan kerusakan lingkungan serta mewujudkan keadilan substantif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tindak 

pidana pertambangan mineral dan batubara yang berkeadilan berdasarkan 

pendekatan Restorative Justice, mengkaji karakteristik penyelesaian perkara pidana 

pertambangan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan, serta merumuskan 

model pengembangan penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan dalam 

rangka pembangunan pertambangan berkelanjutan di masa mendatang. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan 

hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Restorative Justice 

relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan 

karena mampu mengakomodasi pemulihan lingkungan, perlindungan masyarakat 

terdampak, serta tanggung jawab pelaku secara lebih komprehensif. Karakteristik 

tindak pidana pertambangan yang bersifat kolektif, berdampak jangka panjang, dan 

melibatkan lingkungan sebagai korban menuntut pendekatan penyelesaian yang 

melampaui pemidanaan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan 

model penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan berbasis Restorative 

Justice yang menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip penegakan hukum 

pidana sektoral, diterapkan secara selektif, terukur, dan berada dalam pengawasan 

negara. 

 

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model penyelesaian perkara tindak 

pidana pertambangan mineral dan batubara yang mengintegrasikan Restorative 

Justice dengan tujuan pembangunan pertambangan berkelanjutan, melalui adopsi 

selektif dan modifikasi praktik dari Selandia Baru. Model ini diharapkan dapat 

menjadi dasar pembaruan kebijakan hukum pidana pertambangan di Indonesia yang 

berorientasi pada pemulihan lingkungan, keadilan ekologis, dan keberlanjutan 

sumber daya alam. 

 

Kata kunci: tindak pidana pertambangan, lingkungan hidup, pembangunan 

berkelanjutan, penegakan hukum pidana. 
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ABSTRACT 

 

 

Indonesia, as a country rich in natural resources, relies heavily on the mineral and 

coal mining sector as a strategic component of national development. While mining 

activities contribute significantly to economic growth, they also generate criminal 

acts that cause serious and long-term environmental damage. The enforcement of 

criminal law in the mining sector has predominantly relied on a punitive and 

litigation-oriented approach, which in practice has not adequately addressed 

environmental restoration nor achieved substantive justice. This research aims to 

examine the process of resolving criminal cases in mineral and coal mining through 

a restorative justice approach, to analyze the characteristics of mining-related 

criminal cases involving environmental destruction, and to formulate a future- 

oriented model for resolving mining crimes within the framework of sustainable 

mining development. 

 

This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, 

and comparative law approaches. The findings indicate that restorative justice is a 

relevant and effective approach for resolving mining-related criminal cases, as it 

emphasizes environmental restoration, accountability of offenders, and the 

protection of affected communities. The distinctive nature of mining crimes— 

characterized by collective victims, long-term environmental impacts, and public 

interest considerations—requires a legal response that goes beyond conventional 

punitive sanctions. Accordingly, this research proposes a restorative justice–based 

model that positions restorative justice as a sector-specific principle of criminal 

law enforcement in the mining sector, applied selectively, proportionately, and 

under state supervision. 

 

The novelty of this research lies in the formulation of an integrated model that 

aligns restorative justice with the objectives of sustainable mining development. 

Through a selective and modified adoption of restorative justice practices from New 

Zealand, this study offers a legal framework that strengthens environmental 

recovery, ecological justice, and intergenerational sustainability. The proposed 

model is expected to contribute to the reform of criminal law policy in Indonesia’s 

mining sector by promoting justice that is not only legally certain but also 

environmentally and socially sustainable. 

 

Keywords: mining crime, environmental damage, sustainable development, 

criminal law enforcement. 
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